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Abstrak

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyusunan
Peraturan Desa di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau yang belum optimal. Fenomena
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah BPD sebagai lembaga perwakilan belum mampu
memfungsikan diri sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat menjadi sebuah peraturan desa.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini adalah Ketua BPD Noyan, Anggota BPD, Kepala Desa Noyan, Sekretaris Desa Noyan, dan
Masyarakat Desa Noyan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa
dalam menyusun Peraturan  Desa belum optimal adalah terdiri dari faktor Individu, berkaitan dengan
kemampuan dan keahlian, faktor Psikologis, berkaitan dengan presisi, sikap dan motivasi, faktor Organisasi
berkaitan dengan sumber daya, kepemimpinan. Saran untuk BPD di Desa Noyan, perlu diadakan bimbingan dan
pelatihan khusus tentang mekanisme penyusunan peraturan desa dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau
bagaimana cara menyususn dan merancang peraturan desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa. Perlunya ditingkatkan dan dikembangkan lagi jiwa kepemimpinan yang ada pada ketua BPD, terutama
dalam pembahasan, penyususnan dan penetapan peraturan desa. Struktur organisasi dari BPD seharusnya dibuat
sesuai dengan jumlah anggota yang ada dan lebih di sederhanakan.

Kata-kata Kunci: Kinerja, BPD, pPeraturan Desa

PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTATION COUNCIL FOR DRAWING UP
IN THE  VILLAGE OF NOYAN, DISTRIC NOYAN, SANGGAU REGENCY

Abstract

Research andyzed the performance of Village Consultation Council for drawing up in the  village of Noyan,
Distric Noyan, Sanggau regency has not optimal. The phenome of this research in study was BPD as the
representative council had not been able to function at a reservoir and channeling the aspirations of the people
into a village regulation. This research was a descriptive study using a qualitative approach. Subjects in this
study was the head of Noyan BPD, BPD Member, Noyan Village headf, Village Secretary Noyan and Noyan
Village Community.The result showed That Three  faktors was making the perfomance of BPD not optimal The
factor were Individual, capacity and expertice of BPD, Psychological factor, with regard to precision, attitude
and motivation, factors Organization with regard to resources, leadership. Suggestions for BPD in the village of
Noyan, there should be guidance and specializid traning of the mechanisms of the regulation of the village of the
distict government sanggau how to prepare and design the village for village government regulasion and village
consultative body. The need for imfroved and further developet the existing leardersip at the head of the BPD,
espensicially in the discusion, prepartion and adiption of regulations. The organizational structure of BPD should
be made according to the number of existing members and more simplified.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi

pemerintahan sendiri yaitu, Pemerintahan

Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa

beserta Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa. Kepala Desa

sebagai pimpinan penyelenggara

Pemerintah Desa yang dibantu oleh

Perangkat Desa. Perangkat Desa yang

terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana

Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan,

yang mempunyai tugas membantu Kepala

Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

yang merupakan lembaga perwakilan di

Desa (Soemantri, 2011:11).

Berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Sanggau nomor 119 tahun 2013

tentang pelantikan anggota BPD Se-

kecamatan Noyan, sebagaimana yang telah

terlampir dalam Surat Keputusan Bupati

Sanggau tersebut bahwa anggota BPD di

Desa Noyan yang dilantik berjumlah lima

orang. Pelantikan anggota BPD untuk

periode 2013 sampai dengan 2018 mengacu

pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

Nomor 5 Tahun 2007 tentang BPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang

BPD, fungsi BPD yakni sebagai lembaga

yang menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat, membahas dan menyepakati

rancangan Peraturan Desa, dan melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,

jika melihat fungsi membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa

tersebut maka dapat diketahui bahwa BPD

yang ada di Desa Noyan belum

memperlihatkan kinerja yang maksimal.

Hal ini dibuktikan  berdasarkan pra

penelitian yang dilakukan oleh penulis,

penulis menemukan beberapa indikasi

masalah di lapangan yang berhubungan

dengan kinerja BPD, dimana adanya

aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan

seperti, masyarakat menginginkan adanya

peraturan yang mengatur tentang

penangkapan ikan di sungai. Terutama

penangkapan ikan yang menggunakan

racun dan bahan kimia lainnya, karena

dapat merusak lingkungan seperti

pencemaran sungai, penangkapan ikan yang

berlebihan dan habitat ikan hewan yang ada

di sungai akan rusak karena bahan kimia.

Pemberian sanksi yang tegas kepada

masyarakat yang menangkap ikan di sungai

menggunakan racun dan secara berlebihan,

dan berpengaruh terhadap kesehatan

apabila ikan yang di tangkap menggunakan
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racun masuk ke dalam tubuh. Masyarakat

menginginkan adanya peraturan yang

mengatur tentang pemeliharaan hewan

ternak, sehingga tidak ada hewan ternak

yang berkeliaran dijalan dan sekitar rumah

warga, dan hewan ternak yang dipelihara

dapat di awasi dan di jaga agar tidak

merusak tanaman.

Masyarakat menginginkan adanya

peraturan yang mengatur tentang

pengelolaan air bersih, karena selama ini

yang diketahui air bersih yang  diambil dari

pegunungan dan dimanfaatkan oleh

masyarakat sebagai sumber air di Desa

Noyan belum ada pengurus yang

bertanggung jawab untuk mengelola,

apabila air bersih ini sudah ada yang

mengurusnya, dan terjadi kerusakan pada

saluran airnya maka yang bertanggung

jawab adalah pengurus yang ditunjuk untuk

memperbaikinya karena selama ini jika

saluran air ada yang rusak  hanya sebagian

warga memperbaikinya.

2. Fokus Penelitian

Terdapat beberapa permasalahan

yang perlu untuk dibahas, yang

berhubungan dengan judul penelitian

namun  agar penelitian ini lebih terarah.

Maka penelitian ini difokuskan pada kinerja

Badan Permusyawaratan Desa yang belum

optimal dalam menghasilkan suatu produk

hukum berupa Peraturan Desa, di Desa

Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten

Sanggau.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus

penelitian di atas maka dirumuskan suatu

permasalahannya yaitu ‘‘mengapa kinerja

Badan Permusyawaratan Desa dalam

menghasilkan suatu produk hukum berupa

Peraturan Desa, di Desa Noyan Kecamatan

Noyan Kabupaten Sanggau belum

optimal?’’

4. Tujuan Penelitian

Adapun  yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

mengidentifikasi faktor-faktor yang

menyebabkan Kinerja BPD dalam

menghasilkan suatu produk hukum berupa

Peraturan Desa di Desa Noyan Kecamatan

Noyan Kabupaten Sanggau yang belum

optimal.

5. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan sumbangan pemikiran

bagi ilmu pengetahuan pada bidang studi

Ilmu Pemerintahan, berkenaan dengan

kinerja Badan Permusyawaratan Desa

dalam menghasilkan suatu produk hukum

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah dan memperluas wawasan

keilmuan. Sehingga dapat memberikan
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sedikit informasi dan pengetahuan

mengenai penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

b) Manfaat Pratis

a) Bagi Badan Permusyawaratan

Desa di Desa Noyan, melalui

penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan dan saran

sebagai bahan kajian bagi anggota

BPD khususnya di Desa Noyan

Kecamatan Noyan Kabupaten

Sanggau dalam menjalankan tugas

dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa dalam

menghasilkan suatu produk hukum

berupa Peraturan Desa. Dan dapat

dijadikan bahan pertimbangan

dalam meningkatkan Kinerja

Badan Permusyawaratan Desa.

b) Bagi penulis, dengan adanya

penelitian ini dapat memberikan

manfaat berupa pengembangan

wawasan dan pengetahuan, serta

kemampuan berfikir khususnya di

bidang ilmu pemerintahan guna

menerapkan teori-teori yang telah

didapat selama bangku kuliah.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Teori kinerja

Kinerja menjadi isu aktual dalam

organisasi  karena apa pun organisasi

kinerja merupakan kunci keberhasilan

organisasi (Sudarmanto, 2009:06). Kinerja

juga dapat dikatakan sebuah hasil (output)

dari suatu proses tertentu yang dilakukan

oleh seluruh komponen organisasi terhadap

sumber-sumber tertentu yang digunakan

(input).

Selanjutnya kinerja juga merupakan

hasil dari serangkaian proses kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu

dalam suatu organisasi Manasa (2012:81)

menyimpulkan bahwa kinerja atau

peformance adalah tingkat pencapaian

kebijakan /program/kegiatan dengan

menggunakan sejumlah sumber daya dalam

mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan sebelumnya, dari definisi di atas

dapat dipahami bahwa kinerja organisasi

adalah seberapa jauh tingkat kemampuan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam

rangka mencapai tujuan sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki dan

program/kebijakan/visi dan misi yang telah

ditetapkan sebelumnya.

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kinerja

Menurut Hennry Simamora (dalam

Mangkunegara, 2005:14) kinerja

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) Faktor individual yang terdiri dari:

a. Kemampuan dan keahlian

b. Latar belakang
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c. Demografi

2) Faktor psikologis yang terdiri dari:

a. Persepsi

b. Attitude

c. Personality

d. Pembelajaran

e. Motivasi

3) Faktor organisasi yang terdiri dari:

a. Sumber daya

b. Kepemimpinan

c. Penghargaan

d. Struktur

e. Job design

c) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Perwakilan Desa yang ada

selama ini berubah namanya menjadi Badan

Permusyawaratan Desa. Badan

Permusyawaratan Desa merupakan

perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Desa. Badan Permusyawaratan Desa bukan

merupakan lembaga pertama yang berperan

sebagai lembaga penyalur aspirasi

masyarakat desa. Melainkan perbaikan dari

lembaga sejenis yang pernah ada

sebelumnya, seperti LMD yang direvisi

menjadi Badan Perwakilan Desa  yang oleh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

diubah menjadi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Kinerja

Badan Permusyawaratan Desa dalam

Penyusunan Peraturan Desa di Desa Noyan

Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau

menggunakan jenis penelitian deskriptif

dan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis

penelitian yang bermaksud menggambarkan

kejadian atau temuan-temuan data, dan

gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya

yang terjadi di lapangan pada saat

penelitian dilaksanakan (Sugiyono, 2013:1).

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Faktor Individu

Hasil analisis informasi yang

disampaikan oleh informan dapat diketahui

bahwa faktor individu terutama yang

berkenaan dengan kemampuan dan

keahlian dianggap masih kurang dalam

membuat peraturan desa dan inilah yang

diduga menyebabkan kurang maksimalnya

anggota BPD dalam hal membuat peraturan

desa. Walaupun pada tingkat Desa

kemampuan anggota BPD yang dilihat dari

tingkat pendidikan sudah bagus yaitu

tamatan SMA, akan tetapi belum maksimal.

Namun dari latar belakang yang dimiliki

oleh anggota BPD sudah baik hal ini dilihat

dari tidak adanya penuturan informan yang

mengatakan bahwa sebelum diterima
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sebagai calon anggota BPD sudah dilihat

latar belakang yang dimiliki, apakah pantas

menjadi anggota BPD atau belum.

2. Faktor Psikologis

Berdasarkan keterangan

sebagaimana yang telah dipaparkan

sebelumnya dapat diketahui bahwa secara

umum faktor psikologis tidak begitu

berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam

menjalankan fungsinya membuat peraturan

desa namun ada tiga hal yang perlu

diperhatikan yaitu tentang persepsi anggota

BPD terhadap BPD dalam membuat

peraturan desa kurang mandiri karena untuk

melakukan kegiatan yang berasal dari BPD,

masih bergantung kepada Pemerintah Desa.

Sikap BPD dimana sikap yang BPD ambil

dalam hal pembuatan peraturan desa yang

belum tegas karena BPD hanya mengikuti

apa yang telah di buat oleh pemerintah

desa, dan motivasi  BPD dalam membuat

peraturan desa masih kurang karena dari

dalam diri anggota BPD tidak di tamankan

dan dari lingkungan yang kurang

mendukung.

3. Faktor organisasi

Berdasarkan informasi dan analisis

sebagaimana yang telah dipaparkan

sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam

faktor organisasi secara umum dikatakan

masih belum baik, hal ini dilihat dari

sumber daya yang dimiliki oleh BPD masih

rendah karena sumber daya material yang

ada di BPD belum memadai, dan keuangan

yang yang dimiliki oleh BPD belum

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

BPD. Dari segi kepemimpinan yang ada

pada BPD masih belum baik karena ketua

BPD selama menjadi pimpinan dalam

mengambil keputusan tidak terlalu tegas.

Dalam memberikan penghargaan oleh BPD

kepada anggotanya yang berupa barang

ataupun uang tidak ada karena kondisi

keuangan BPD yang sangat terbatas

sehingga penghargaan berupa barang

ataupun uang tidak pernah BPD berikan

kepada anggotanya. Berkaitan dengan

struktur organisasi yang ada di dalam

organisasi BPD di Desa Noyan  masih

kurang tepat karena anggota BPD  hanya

berjumlah 5 (lima) orang untuk mengisi

semua jabatan yang ada seharusnya di

persempit struktur. Dan dalam hal job

design yang di buat oleh  BPD di Desa

Noyan belum merancang pekerjaan yang

akan mereka kerjakan dengan baik sehingga

pekerjaan yang mereka lakukan terbatas.

D. SIMPULAN, SARAN DAN

KETERBATASAN

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dipaparkan penulis

pada bab sebelumnya maka penulis
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mengambil kesimpulan yang menyebabkan

kinerja BPD dalam membuat peraturan desa

belum maksimal adalah sebagai berikut:

1. Faktor individu terutama yang

berkenaan dengan kemampuan, dan

keahlian  yang dimiliki oleh anggota

BPD relatif masih rendah dan faktor

inilah yang di asumsikan menyebabkan

kinerja BPD dalam membuat peraturan

desa belum optimal.

2. Faktor psikologis di ketahui secara

umum tidak begitu berpengaruh

terhadap kinerja BPD dalam

menjalankan fungsinya sebagai

pembuat peraturan desa namun jika

dilihat dari persepsi anggota BPD yang

masih kurang mandiri, sikap BPD yang

kurang tegas dalam proses pembuatan

peraturan desa, dan motivasi  BPD

dalam membuat peraturan desa masih

kurang. Justru faktor inilah yang

dianalisis menyebabkan kinerja BPD

belum optimal.

3. Dalam faktor organisasi secara umum

dikatakan belum baik yang berkaitan

dengan sumber daya, yang dimiliki

oleh BPD masih rendah karena sumber

daya material yang ada di BPD belum

memadai, dan keuangan yang yang

dimiliki oleh BPD belum mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan BPD. Dari

segi kepemimpinan yang ada pada

BPD masih belum baik karena dalam

pengambilan keputusan ketua BPD

masih belum tegas.

4. Berdasarkan hasil analisis dari tiga

faktor yaitu faktor individu faktor

psikologis, faktor organisasi dapat di

simpulkan bahwa faktor yang paling

mempengaruhi kinerja BPD dalam

membuat peraturan desa ialah dari

Faktor organisasi dimana semua aspek

yang ada masih belum optimal.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan dan disimpulkan di atas,

maka dalam kesempatan ini penulis ingin

memberikan beberapa saran yang mungkin

bermanfaat dan dapat dijadikan perhatian,

untuk meningkatkan kinerja BPD

khususnya BPD di Desa Noyan Kecamatan

Noyan Kabupaten Sanggau adapun saran

yang dapat penulis berikan ialah:

1. Secara individu perlu diadakan

bimbingan dan pelatihan khusus

tentang mekanisme penyusunan

peraturan desa dari pemerintah daerah

kabupaten Sanggau bagaimana cara

menyusun dan merancang peraturan

Desa bagi pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.

2. Dalam hal psikologis yang dimiliki

oleh BPD, diharapkan anggota BPD

dapat  memberikan pandangan yang

baik terhadap BPD sehingga dalam

menjalankan fungsi sebagai lembaga
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yang membuat peraturan desa dapat

dilakukan secara maksimal.

Seharusnya BPD memiliki sikap yang

tegas terhadap keputusan yang diambil.

Meningkatkan motivasi dan  dari

anggota BPD dengan menumbuhkan

kesadaran dan memberikan

penghargaan yang sesuai kepada

anggota BPD.

3. Dalam faktor organisasi BPD perlunya

mengajukan pertimbangan anggaran

yang dimiliki oleh BPD kepada

pemerintah Daerah. Perlunya

ditingkatkan dan dikembangkan lagi

jiwa kepemimpinan yang ada pada

ketua BPD, terutama dalam

pembahasan, penyusunan dan

penetapan peraturan. Struktur

organisasi dari BPD seharusnya dibuat

sesuai dengan jumlah anggota yang ada

dan lebih di sederhanakan.

c) Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala

yang dirasakan peneliti ialah :

1. Waktu penelitian yang diberikan oleh

lembaga hanya dua minggu hal ini

dirasakan oleh penulis terlalu singkat

untuk melakukan penelitian.

2. Lokasi penelitian yang dituju sangat

jauh dari ibu kota kabupaten dan

termasuk daerah pedalaman sehingga

untuk menempuh perjalanan menuju

lokasinya penuh dengan rintangan,

dimana  akses jalan menuju lokasi

penelitian rusak parah sehingga untuk

memperpanjang waktu penelitian

membutuhkan tenaga,waktu dan biaya

yang lumayan besar.

3. Kurangnya keterampilan penulis dalam

merangkai kata-kata dalam membuat

kalimat menyebabkan peneliti

mengalami kesulitan untuk menuangkan

pemikiran-pemikiran ke dalam bentuk

tulisan.

d) Apresiasi

Pada kesempatan ini, penulis

mengucapkan terima kasih kepada seluruh

dosen, pengasuh, pengelola Program Studi

Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas

Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sanggau, khususnya Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di

Desa Noyan yang telah membantu serta

memberikan izin selama melakukan
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